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SALINAN No 9 Tahun 2005

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 3 TAHUN 2005
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TATUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENJABAT BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang - a. bahwa scsuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strateoi da
Prioritas APBIDD, vang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah®
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 bulan
November tahun 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah tahun Ancgaran 2005,

)

b, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menging i o 1. Undang undang Womor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Tembaran Negara Nomor 3312) scbagaimana telah diubah  dengan
Undang-undang Nomor 12 Tabun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569) - '

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36835) sebagaimana telah
dinbah dengan Undang-undang Womor 34 Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Tembaran Necara Nomor 4048)

3. Undang-undang Nomor 21 Talum 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Tembaran Negara Nomor 3688) ;

4. Undang—undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelengeara Negara
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sih dari Korupsi. Kolusi, dan Nepotisme (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851)

wi 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan
egara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,

a2 Nomor 3952);
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6. Undang--undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Mukomuko. Kabupaten Scluma  dan Kabupaten Kaur di Propinst
Benghulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 23) ;

7. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran  Nepara  Republik  Indonesia  tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

8. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemecrintah Puosat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negatra Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerimtah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 ( Lembaran Negara Repubik Indonesia Tabun 2001 Nomor 157,
Tambabhan Lembaran Neeara Nomor 41635 ) ;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertlanggungjawaban Kevangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022y

11. Peraturan Pemerintah Nomor 167 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;

12. Peraturan  Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Card
Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4027) :

13. Peraturan Pemerintabh Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ¢

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(ILembaran Ncgara Republik  Indonesia  Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman  Penyvusunan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan
Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Daerah, Pengurusan dan
Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah :

17. Peraturan Dacrah Kabupaten Mukomuko Nomor ... Tahun
tentane Pokok-pokok Peneclolaan Keuangan Daerah ;
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DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIL
KABUPATEN MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

m.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEKRAH TAHUN
ANGGARAN 2005,

BAB I
TENTUAN UMUM

Pasal 1

H P . . o 2 3 . - i e N
i Peenturan Dagrah i, vare dimahsud den

Dacrah adalah Dacrah Kabupaten Mukomuko.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten Mukomuko.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
NMukomuko.

Yy
Peraturan Dacrah yang sclanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Mukomuko.

Peraturan Kepala Dacrah adalah Peraturan Kepala Dacrah Kabupaten Mukomuko.

Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kabupaten Mukomuko.

Sckretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Sckretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Dacrah dalam rangka penyvelenggaraan
Pemerintahan Daerah vang dapat dinilai dengan uvang, termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. dalam Kerangka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sclanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana
kevangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun A
tertentu vang menjadi hak Daerah.

Belanga Daerah adalah scmwua pengeluaran Kas Dacrah dalam periode Tahun Angc
terfentu vang menjadi beban daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisth antarz
Pendapatan Daerah dan Belanja Dacrah.

Penerimaan Dacrah adalah semua pencrimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran

terientu.
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Pengeluaran Dacrah adalah semua pengeluaran Kas Dacrah dalam periode Tahun Angearan
fertentu.

Siga Tebib Porhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih realisasi pendapatan terhadap realisast
Belanja Dacrah dan merupakan komponen pembiayaan.

Ulang Daerah adalah jumlah vang vang wajib dibavar dacran sebagai akibat >enyerahan uvang

[3 . L oo 7 . o < o
barang dan atau jasa kepada dacrah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Piutang Dacrah jumlah uang yang menjadi hak dacrah atau kewajiban pihak lain kepada
Dacrah scbagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnva
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pinjaman Daerah adalah scmua transaksi yang mengakibatkan dacrah menerima dari pihak
lain sejumlah vang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban
untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit Jjangka pendek yang lazim terjadi dalam
perdagangan.

Perangkat Dacrah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Dacrah yang bertanggung jawab
kepadn Kepala Daerah dan membanta Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
vang terdiri atas Sckretaris Daerah, Dinas Dacrah dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan dacrah

BABII
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral Tahun Angearan 2005, sebaoai berikut :
O . fas Law] H &

L. Pendapatan LBp.  107.288.310.678,-
2. Belanma Ep. 108.418.303.022 -
Defisit R, 1.129.992. 344.-

7

Terbilang : (Satu miliar seratus dua puluh sembilan Juta sembilan ratus sembilan puluh
dua ribu iga ratus empat puluh empat rupiah)

3. Pembiayaon

a Penetimaan Rp. 3.679.482.613.-
b. Penechiaran Rp. 1.000.000 000 -
Rp. 2.679.482 613 -

Terbilang : (Dua Miliar enam ratus tujuh puluh sembilan Juta empat ramus lelapan puluh
dua ribu enam ratus tiga belas rupiah)

Pasal 3
Cratim debih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dim

dalam Pasal 1, tercantum dalam Tampiran Peraturan Daerah ini yang tediri dan

Lig

I Lampiran ] Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Dacrah

3 Lampiran 111 Daftar Relapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan 7=+
Organisasi Perangkat Dacrah ;

L Lampiran IV Daftar Jumtah Pegawai per Golongan dan per Jabatan

3. Lampiran V Daftar piutang Dacrah ;
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>. Lampiran VI Daflar Pinjaman Daerah ;

7. Lampiran VII  Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;

=]

. Lampiran VIII  Daftar Aktiva Tetap Daerah ; dan

0. Lampiran TN Daftar Dana Cadangan.

(2). Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan bagian vang tidak

terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

Pasal 4
Sebagai landasan operasional secara tcknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Penjabat Bupati

menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB I
KETENTUAN PENUTUP
JPasal 5
(1) Peraturan Daerah ini discbut dengan ™ Peraturan Dacrah Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuke ”
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, make semua Peraturan yang mengatur mengenai
hal vang sama dinyatakan tidak berlaku.
(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan Berlaku surut sejﬂl?'
tanggal 1 Januari 2005. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapannya, akan diperbaiki seperlunya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan menempatkannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di  MUKOMUKO

Pada tanggal S S menmeren e






